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Birokrasi yang 

BERDAMPAK langsung 

pada masyarakat
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PENYEDERHANAAN BIROKRASI
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PENYEDERHANAAN BIRORKASI

• Penyederhanaan struktur 
organisasi menjadi 2 level

• Perampingan struktur 
organisasi Jabatan Administrasi 

dengan kriteria tertentu dan 
memperhatikan karakteristik 

sifat tugas dari JA tersebut

PENYEDERHANAAN 
STRUKTUR 

ORGANISASI
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PENYEDERHANAAN BIRORKASI

• Pengalihan Pejabat 
Administrasi yang 

organisasinya dirampingkan 
menjadi pejabat fungsional 

yang bersesuaian

• Pengembangan Jabatan 
Fungsional

• Penyetaraan penghasilan

PENYETARAAN 
JABATAN
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PENYEDERHANAAN BIRORKASI

• Penyempurnaan mekanisme 
kerja dan proses bisnis 

birokrasi yang berorientasi 
pada percepatan pengambilan 

keputusan dan perbaikan 
pelayanan publik

• Pengembangan sistem kerja 
berbasis digital
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KONSEP SISTEM KERJA







IMPLEMENTASI 
SISTEM KERJA
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DAFTAR ISTILAH

PEJABAT PENILAI KINERJA

ATASAN LANGSUNG DENGAN KETENTUAN 
PALING RENDAH PEJABAT PENGAWAS ATAU 
PEJABAT LAIN YANG DIBERI PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN (PEJABAT FUNGSIONAL YANG 
MEMIMPIN UNIT ORGANISASI. MIS: KEPALA 
SEKOLAH, KEPALA PUSKESMAS)

KETUA TIM

PEJABAT FUNGSIONAL ATAU PELAKSANA YANG 
DIBERI PERAN UNTUK MENGOORDINASIKAN. 
SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL ATAU 
PELAKSANA, KETUA TIM TETAP MELAKSANAKAN 
TUGAS SESUAI JABATANNYA

PIMPINAN UNIT ORGANISASI

PPT MADYA, PPT PRATAMA, PEJABAT 
ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, ATAU 
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIANGKAT 
UNTUK MEMIMPIN SUATU UNIT ORGANISASI

JF DAN PELAKSANA

DAPAT BEKERJA SECARA INDIVIDU ATAU 
SEBAGAI ANGGOTA TIM, SESUAI DENGAN 
PERAN YANG DIBERIKAN



Nomenklatur koordinator dan 

subkoordinator tidak berlaku 

lagi

Pejabat fungsional dan 

pelaksana menjadi ketua tim

Pejabat pengawas secara 

otomatis menjadi ketua tim, 

kecuali yang berada di unit 

pelaksana teknis

DAMPAK 
SISTEM KERJA
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MEKANISME PENUNJUKKAN
Di Dalam Unit Organisasi



MEKANISME PENUNJUKAN
Lintas Unit Organisasi



MEKANISME PENUNJUKAN
Lintas Instansi Pemerintah



PENUNJUKAN SEBAGAI INDIVIDU
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PENUNJUKAN SEBAGAI TIM KERJA
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Output 
Kinerja

Peran 
Pegawai

Menyusun Membagi Menyusun dan 

Menetapkan

Melalui dialog:
1. Pimpinan Unit Organisasi dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana, dan
2. Pejabat Penilai Kinerja dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana.

Kepala Unit Organisasi dan/atau Pejabat Penilai Kinerja:
1. Pembentukan Tim Kerja, dan
2. Penunjukan Ketua Tim

Dan PK



MEKANISME KERJA



TAHAPAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA
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Output 
Kinerja

Peran 
Pegawai

Menyusun Membagi Menyusun dan 

Menetapkan

Melalui dialog:
1. Pimpinan Unit Organisasi dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana, dan
2. Pejabat Penilai Kinerja dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana.

Dan PK

Individu Tim Kerja

RENJA DAN PK.docx
RENJA DAN PK.docx
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